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RENCANA STRATEGIS

RESOR OGAN KOMRING ULU SELATAN                                 
TAHUN 2020 – 2024 
BAB  I

PENDAHULUAN
1. Kondisi Umum

Tahun 2020 merupakan  tahun pertama pelaksanaan Rencana Kerja dalam Renstra Polri tahap IV tahun 2020-2024, sebagai kelanjutan dari Renstra Polri Tahap I 2005 – 2009 yang berusaha mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern melalui pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan Polri sebagai pelayan masyarakat guna membangun kepercayaan masyarakat (trust building) dimana pada tahap ini masyarakat cenderung lebih mendambakan rasa aman dan rasa keadilan dari pemerintah, Renstra Polri Tahap II 2009 – 2014 dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan partnership bulding, dimana pada tahap ini tingkat kepuasan terhadap rasa aman dan keadilan diharapkan semakin baik, tuntutan masyarakat melebar pada jaminan rasa aman dan keadilan yang akuntabel, trasparan, open dan patuh rule of low, pada Renstra 2015 – 2019 tahap III Polri mengimplementasikan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (Strive for Excellence) dimana pada tahap ini kebutuhan masyarakat lebih mengharapkan multi dimensional service quality yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan yang semakin canggih. Untuk Renstra 2020 – 2024 Tahap Excellence dimana Polri diharapkan sudah dapat menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku pada organsiasi kelas dunia dengan berupaya maksimal memberikan service quality excellence dengan tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat, membangun kerja sama dengan stakeholder terkait. 

Polri sebagai lembaga pemerintahan di bidang keamanan merumuskan dan menetapkan pelaksanaan Rencana Menengah dan Rencana Kerja yang telah disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta disinkronkan dengan  pembangunan RPJMN IV 2020 – 2024.


Pelaksanaan Renstra Polri tahun 2020-2024 tahap I  Excellence dari Grand Strategi Polri yaitu pelayanan publik yang unggul dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat penerapan kaidah-kaidah kepolisian yang berlaku pada organisasi kelas dunia guna menghadapi globalisasi kejahatan yang semakin canggih dan kompleks. Sejalan dengan Visi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Visi Polri maka Polres OKU Selatan sesuai dengan Renstra tahap IV (2020-2024) Excellence,  tahapan capaian kedepan untuk mewujudkan Visi Polri yaitu terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib.

Pelaksanaan tugas Polri di daerah hukum Polres OKU Selatan telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polres OKU Selatan dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana Umum, tindak pidana Khusus, tindak pidana Narkoba  maupun kejahatan lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan yang dicapai oleh Polres OKU Selatan merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres OKU Selatan dengan didukung oleh stakeholders terkait dan  partisipasi seluruh elemen masyarakat terhadap tugas kepolisian. 

Keberhasilan yang diraih diharapkan dapat membuat Polres OKU Selatan semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah daerah kepada Polres OKU Selatan untuk dapat terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian.

Dalam rangka menjawab harapan dan tuntutan dari masyarakat dan pemerintah daerah, Polres OKU Selatan dihadapkan dengan potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan Strategis. Potensi dan permasalahan Polres OKU Selatan yang dibahas leih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan Rencana Strategis Polres OKU Selatan.

Capaian Kinerja Polres OKU Selatan Renstra 2015 – 2019

Sebagai organisasi yang bertugas memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka Polres OKU Selatan dituntut untuk berkinerja maksimal dalam menjalankan amanat tersebut. Renstra Polres OKU Selatan 2015 – 2019 menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan total 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Berhasil atau tidaknya Polres OKU Selatan dalam melakukan pekerjaannya dapat dilihat pada ukuran capaian kinerja Polres OKU Selatan dari awal tahun periode Renstra 2015 – 2019, yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan prima;
Dalam Renstra Polres OKU Selatan 2015 -2019, Polres OKU Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan prima Kepolisian, dengan indikator ketepatan datng ke TKP untuk TPTKP dan olah TKP, Indeks Kepuasan layanan Kepolisian, tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan Kepolisian dan peningkatan penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri.
Capaian kinerja berdasarkan Persentase penambahan Almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan :
	Satker
	Jenis
	Jumlah

	
	
	TA.2017
	TA.2018
	TA.2019

	Polres OKU Selatan
	Alsus
	414
	633
	823

	
	Ranmor
	154
	184
	200

	
	Senjata
	181
	226
	237

	
	Amunisi
	17.558
	20.075
	19.150

	
	Jumlah
	18.307
	21.118
	20.410


Persentase personel Polres OKU Selatan yang memiliki standart kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang promoter :
	No
	Indikator  kinerja utama
	TA.2017
	TA.2018
	TA.2019

	1
	Jumlah Personil Polres OKU Selatan
	444
	431
	451

	2
	Jumlah personil yang memiliki standart kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya
	21
	18
	14


Persentase penyelesain perkara pelanggaran personel yang melanggar disiplin, etika dan profesi :
	   NO
	Waktu

Pelaksanaan


	Jenis pelanggaran
	Jumlah

	
	
	Disiplin
	Etika dan profesi
	

	
	
	Penegakan tata tertib

dan disiplin(gaktiplin)
	Pelanggaran disiplin
	
	

	    1
	TA. 2018
	
	
	
	

	
	Jumlah
	8
	62
	6
	76

	
	Selesai
	8
	60
	6
	74

	
	%
	100
	96,7
	100
	97,3

	  2
	TA. 2019
	
	
	
	

	
	Jumlah
	7
	17
	1
	25

	
	Selesai
	7
	11
	1
	19

	
	%
	100
	64,7
	100
	76


Tindak lanjut pengaduan masyarakat/komplain atas layanan Kepolisian

	Tahun
	Jumlah Pengaduan
	Tindak lanjut
	%

	 2015
	158
	62
	39,2 %

	 2016
	325
	128
	39 %

	 2017
	132
	52
	39,3 %

	 2018
	296
	100
	33,7 %


Situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan Kamtibmas;
Situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan di daerah hukum Polres OKU Selatan dilihat dari jumlah potensi gangguan dan ambang gangguan kriminalitas tidak menjadi gangguan nyata, sebagian besar potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata. Persentase 2017 capaian 69 %, hal ini menggalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 41 %, terjadi kenaikan 28 %, namun jika dibandingkan antara tahun 2016 dan 2015 terjadi penurunan 43 %.
	Tahun
	Potensi Gangguan
	Tidak menjadi Gangguan Nyata
	%

	 2015
	
	
	

	 2016
	
	
	

	 2017
	
	
	

	 2018
	
	
	

	 2019
	
	
	



Penurunan daerah rawan gangguan Kamtibmas

	Jumlah Daerah Rawan

	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	17
	15
	15
	14
	13


Dari data diatas tahun 2016 terjadi penurunan jumlah daerah rawan gangguan Kamtibmas sebesar 12 % dari tahun 2015, tahun 2017 sama dengan tahun 2016, 2018 terjadi penurunan jumlah daerah rawan gangguan Kamtibmas sebesar 6,6 % dari tahun 2017 dan 2019 terjadi penurunan jumlah daerah rawan gangguan Kamtibmas sebesar 7,14 % dari tahun 2018 .
Unjuk Rasa tidak anarkhis

	Tahun
	Jumlah unjuk Rasa
	Tidak Anarkhis
	%

	 2015
	0
	0
	100

	 2016
	0
	0
	100

	 2017
	0
	0
	100

	 2018
	0
	0
	100

	 2019
	0
	0
	100


Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada unjuk rasa yang terjadi di daerah hukum Polres OKU Selatan.
Peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang trasnparan, akuntabel, obyektif, tidak melanggar HAM dan terpenuhinya hak-hak tersangka maupun korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

Polres OKU Selatan berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program Decade of Action For Road Safety 2011 – 2020. Hasil analisis data laka lantas Tahun 2017 terjadi 992 kasus dengan Korban Meninggal dunia sebanyak 482. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah kasus Laka Lantas 1.276 korban meningggal dunia sejumlah 573. Dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlan laka lantas dari Tahun 2017 sejulah 284 kasus/ 22,2 %. Korban MD turun 91 orang/15 %.

Penurunan angka Korban Laka Lantas MD

	No
	Laka lantas
	Jumlah Laka Lantas
	Penyelesaian
	%
	Korban MD
	Korban LB
	Korban LR

	1
	2015
	29
	27
	93,10 
	29
	8
	18

	2
	2016
	40
	38
	95
	34
	25
	20

	3
	2017
	22
	22
	100
	14
	12
	22

	4
	2018
	22
	21
	95,45
	19
	6
	4

	5
	2019
	17
	15
	88,23
	13
	3
	13


Penurunan pelanggaran lalu lintas

	No
	Pelanggaran
	JUNIS PELANGGARAN
	JUMLAH

	
	
	TILANG
	TEGURAN
	

	1
	2017
	4.502
	3.379
	7.881

	2
	2018
	3.566
	2.636
	6.202

	3
	2019
	2.224
	453
	2.677


Analisis pelanggaran lalu lintas, angka pelanggaran lalu lintas tahun 2018 sejumlah 88.262 pelanggaran, di tahun 2017 sejumlah 138.168 pelanggaran, terjadi penurunan angka pelanggaran sejumlah 49.906/ 36 %.
Kemitraan , kerjasama, partisipasi masyarakat dan sinergi polisional dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban;

Dalam rangka implementasi Polmas, Polres OKU Selatan menggelar Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial. Untuk itu, Polri membentuk komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan. Polres OKU Selatan menggalang semua komunitas yang berkembang di masyarakat untuk dapat berpeartisipasi dengan Polri dalam menjaga Kamtibmas. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat menjadi lebih tinggi terutama dalam hal menjaga keamanan di komunitas masing-masing serta peran Polmas di amsing-masing komunitas yang lebih intens.

Oleh karena itu, Polres OKU Selatan menggalang FKPM untuk menjaga situasi kamtibmas. FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dengan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepkaatan bersama dalam rangka pembahasan masalah kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. FKPM adalah forum atau wadah operasional Polmas yang merupakan grand strategi Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, Penegakan Hukum, Pelindung, Pengayom, serta Pelayanan Masyarakat. 

	No
	Tahun
	Jumlah Desa/Kel
	Jumlah Bhabinkamtibmas
	%

	1
	2015
	259
	40
	15,44

	2
	2016
	259
	40
	15,44

	3
	2017
	259
	40
	15,44

	4
	2018
	259
	40
	15,44

	5
	2019
	259
	40
	15,44


Sesuai Target Mabes Polri, Polres OKU Selatan juga menargetkan untuk menempatkan 1 (satu) Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan/desa secara bertahap. Ditengah-tengah minimnya jumlah personel Polres OKU Selatan berupaya untuk tetap melakukan penambahan jumlah Bhabinkamtibmas.
Data Bhabinkamtibmas Polres OKU Selatan TA. 2018

	No
	Kecamatan
	Jumlah Desa/Kel
	Jumlah Bhabinkamtibmas
	%

	1
	Banding Agung
	22
	
	

	2
	Buana Pemaca
	8
	
	

	3
	Buay Pemaca
	22
	
	

	4
	BPR Ranau Tengah
	22
	
	

	5
	Buay Rawan
	11
	
	

	6
	Buay Runjung
	14
	
	

	7
	Buay Sandang Aji
	16
	
	

	8
	Kisam Ilir
	9
	
	

	9
	Kisam Tinggi
	19
	
	

	10
	Mekakau Ilir
	15
	
	

	11
	Muaradua
	14
	
	

	12
	Muaradua Kisim
	18
	
	

	13
	Pulau Beringin
	13
	
	

	14
	Runjung Agung
	9
	
	

	15
	Simpang
	7
	
	

	16
	Sindang Danau
	7
	
	

	17
	Sungai Are
	9
	
	

	18
	Tiga Dihaji
	8
	
	

	19
	Warkuk Ranau Selatan
	16
	
	


Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap kondisi Kamtibmas di wilayah Kabupaten OKU Selatan. Ketersediaan informasi yang akurat, terkini dan handal diperlukan adanya pengintegrasian terhadap pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan sistem serta teknologi informasi. Agar penerapan sistem dan teknologi informasi dapat dilaksanakan secara terpadu melalui pengembangan dan pembangunan Management Information System (MIS) disamping untuk kepentingan Operasional Kepolisian guna membangun pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good government, best  practice Polri, profesionalisme Sumber Daya Manusia. 
Untuk menyikapi situasi dan kondisi pada tahun 2020, maka dalam perencanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain perkembangan lingkungan strategis (Lingstra) maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat OKU Selatan yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan keamanan, yang selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polres OKU Selatan yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan Lingstra itu akan di analisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut :
a. perkembangan aspek kehidupan Kabupaten OKU Selatan
1) ideologi
Pancasila sebagai Idiologi dan Dasar Negara RI, akan semakin mantap dengan adanya pemakaian, penerapan serta pelajaran yang diberikan di Sekolah - sekolah Negeri maupun Swasta dan masyarakat yang berkesinambungan sampai kelapisan masyarakat yang terbawah. Hingga sampai saat ini pada masa Reformasi masih ada kelompok masyarakat / Organisasi masyarakat lainnya  menginginkan Pancasila sebagai satu – satunya Azas dalam berkebangsaan dan bernegara;

2) politik
a) Saat ini di Kab. OKU Selatan terdapat 20 Partai Politik namun yang memiliki kursi di DPRD Kab. OKU Selatan hanya12 Parpol;
b) Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015dan terpipih Bupati dan Wakil Bupatimasa periode 2016 – 2021 dimenangkan oleh Pasangan POPO ALI MARTOPO, B.Commercedan. SHOLEHEN ABUASIR, SP, M.Sidengan perolehan suara 122.096 suara dari 193.635suara (64.22 %), dimana kedua Balonbup dan Wabup diusung dari Partai GOLKAR, NASDEM,DEMOKRAT, HANURA, PKB, GERINDRAdan PKPI;
c) Kabupaten OKU Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 410.303 yang tersebar di 19 Kecamatan, inilah merupakan potensi bagi Partai Politik untuk mencari / menghimpun pendukungnya yang lebih banyak di daerah-daerah khususnya di Kab. OKU Selatan. Dengan pertimbangan inilah banyak Partai yang mulai membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan cabang / ranting di seluruh Wilayah Kab. OKU Selatan sehingga suasana politik di Kab. OKU Selatan mulai dipertimbangkan di tingkat Propinsi Sumatera Selatan;
d) Jelang Pelaksanaan Pemilu Tahun 2020 yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKU Selatan Periode masa jabatan 2020 – 2025 dengan jumlah Partai Pendukung peserta pemilu sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik di Wilayah Kab.OKU Selatan;
e) Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kab.OKU Selatan dengan dilantiknya Anggota Dewan Terpilih Kab.OKU Selatan Periode masa jabatan 2019 – 2024 dengan jumlah Partai Politik yang memperoleh kursi sebanyak 12 (duabelas) Partai Politik dengan Partai Politik yang memiliki kursi terbanyak yaitu Partai Demokrat sebanyak 5 (lima) Kursi;
3) ekonomi
a) Dengan naiknya harga BBM dan LPG serta ditambah kelangkaan mendapatkan BBM, menyebabkan harga-harga Sembako mengalami kenaikan yang signifikan sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam menyediakan kebutuhan pokok utamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

b) Pendapatan perkapita mayoritas dibawah UMR dan saat ini kondisi ekonomi Kab. OKU Selatan pada umumnya sedang mengalami krisis ( Paceklik );

c) Masalah tingginya angka pengangguran di Kab.OKU Selatan mengakibatkan masih adanya masyarakat yang melakukan aksi Illegal logging;

d) Kondisi jalan di wilayah pedesaan dan perbukitan yang sangat sulit dijangkau oleh kendaraan umum menyebabkan tingginya biaya transportasi untuk mengangkut hasil penen;
4) sosial budaya
a) Masyarakat Kab. OKU Selatan pada umumnya mempunyai budaya / warisan nenek moyang yaitu budaya membawa Sajam, namun setelah menjadi Kabupaten OKU Selatan dengan Ibu Kota Muaradua, maka tradisi membawa Sajam berangsur-angsur berkurang;
b) Masyarakat Kab. OKU Selatan pada umumnya masih membawa sifat sukuisme dan tempramental namun demikian dengan demikian tidak pernah terjadi suatu permasalahan antara suku masyarakat di Kab. OKU Selatan. Pada dasarnya masyarakat suka bergotong royong sehingga terjadi masyarakat yang damai dan harmonis; 
c) Dengan melihat kondisi Kab. OKU Selatan yang secara Geografis daerah perbukitan maka tidak jarang sering terjadi bencana alam antara lain Tanah Longsor dan Banjir. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masih banyaknya penebangan liar (Illegal Logging) yang dilakukan oleh masyarakat;
5) agama

a) kehidupan beragama semakin baik khususnya di wilayah hukum Polres OKU Selatan, namun demikian perlunya kewaspadaan berkembangnya aliran agama yang menyimpang dari kaidah ajarannya, sehingga apabila tidak diwaspadai akan berdampak terhadap timbulnya ketegangan sosial bahkan mungkin terjadi bentrok fisik dan pengrusakan;
b) toleransi antar umat beragama dan kehidupan beragama nampak berjalan dengan baik, namun masih adanya sikap fanatisme yang berlebihan dan sempit serta pengaruh adat yang masih melembaga di kalangan masyarakat tertentu sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi kerukunan hidup antar umat beragama;
c) masalah pembangunan rumah ibadah tanpa melalui prosedur dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta kurang memperhatikan faktor lingkungan dapat menimbulkan konflik sosial dan tindak anarkis antara warga;
d) timbulnya konflik internal berdasarkan atas keyakinan agama menyebabkan pengrusakan rumah ibadah dan tindakan anarkis lainnya maupun pengusiran terhadap kelompok masyarakat yang berbeda aliran;
6) keamanan

a) Seiring dengan massa paceklik dan naiknya harga-harga barang yang dialami masyarakat OKU Selatan karena kebijakan pemerintah, maka akan mengakibatkan makin sulitnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dalam kondisi seperti ini maka dampak yang terjadi tingginya gangguan Kamtibmas seperti Pencurian, Perampokan dan Pemerasan; 
b) Kab.OKU Selatan sejak 2016 telah melaksanakan Pemilukada secara langsung dan Pelantikan Bupati Terpilih, namun situasi dan kondisi Kamtibmas tetap kondusif, dan suhu politik yang stabil;
c) Kab. OKU Selatan memiliki wilayah yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan Propinsi lain  diantaranya Propinisi Lampung dan Propinsi Bengkulu. Dengan kondisi tersebut berkemungkinan Kab. OKU Selatan dapat dijadikan kota transit atau bahkan tujuan utama dari para pelaku kejahatan / terorisme;

b. analisis  SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)
Pelaksanaan tugas Polres OKU Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor Internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan. Aspek kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) dan tantangan/kendala (Threats)  perlu untuk dilakukan identifikasi dan dianalisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Kepolisian di Polda Sumatera Selatan dan merupakan dasar bagi terwujudnya visi dan misi Polres OKU Selatan. 

1) kekuatan (Strengths) :

a) kesatuan Polri Jajaran Polres OKU Selatan saat ini terdiri dari : 10 Polsek;
b) dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri, rekruitmen personel Polres OKU Selatan dilaksanakan dengan prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis) sedangkan penataan pengembangan karier personel Polres OKU Selatan dilaksanakan dengan berbasis kompetensi dan transparansi yaitu penyelenggaraan Assesment Centre untuk jabatan Kapolsek Prarural;
c) visi, misi dan kebijakan Polres OKU Selatan dalam penegakan hukum mengedepankan pengayoman, perlindungan dan pelayanan dengan memperhatikan rasa keadilan di masyarakat, telah mendapatkan respon positif masyarakat OKU Selatan;
d) kebijakan Kapolres OKU Selatan berupa himbauan shalat tepat waktu untuk melakukan shalat berjamaah, kegiatan keagamaan setiap hari Kamis dan manunggal subuh, Rabu sedekah Jumat Barokah,  memberikan korelasi yang positif dengan pelayanan Polri;

e) keberadaan Bidang Urkes Polres OKU Selatan  dan Kedokteran Kepolisian (Dokpol) mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di daerah hukum Polres OKU Selatan;

f) dukungan anggaran sudah tersedia sejak awal tahun yang telah disusun oleh Satker/Satwil secara bottom up sesuai dengan skala prioritas;
g) pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB (SSBT) Samsat Polres OKU Selatan telah mendapat Sertifikat ISO 9001 : 2008;
h) proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik/LPSE dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui komputerisasi merupakan langkah Polri khususnya Polres OKU Selatan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas layanan publik;
i) peran PID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi seputar kinerja Polri, sebagai bentuk transparansi Polri sekaligus pertanggungjawaban serta akuntabilitas Polri kepada masyarakat;
2) kelemahan (Weaknesses) :

a) jumlah personel Polres OKU Selatan saat ini belum mencukupi DSP  (DSP = 20.703 orang, Riil = 14.810 /72 %), dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan ± 8.266.983. juta jiwa maka rasio Polri 1:558 (Rasio tersebut sudah mencapai rasio polisi ideal 1:575);
b) masih terdapat personel Polri Polres OKU Selatan yang tidak produktif karena sakit (jiwa/fisik), disersi, dan tersangkut kasus tindak pidana;

c) minimnya jumlah personel Polri Polres OKU Selatan khususnya personel Polres dan Polsek yang diharapkan dapat memberikan pelayanan terdepan kepada masyarakat; 
d) secara kualitas dan kuantitas masih banyak personel Polres OKU Selatan yang belum memiliki pendidikan kejuruan sesuai bidang penugasannya untuk menunjang kemampuan teknis yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas;
e) masih adanya proses birokasi yang tidak efisien dan kemampuan personel yang belum optimal dalam menghadapi kejahatan yang makin canggih;
f) terbatasnya kemampuan anggota Polri dalam penguasaan Teknologi Informasi (TI) berbasis komputer, internet dan pengetahuan di bidang kejahatan ekonomi, perdagangan, moneter, bisnis dan lingkungan hidup;
g) masih minimnya fasilitas dan kekuatan personel LPSE serta belum dianggarkannya sarana prasarana pendukung panitia/unit layanan pengadaan (ULP) dan penyedia barang dan jasa sehingga menghambat kinerja anggota Polri;
h) terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja, baik berupa alat utama, alat khusus, peralatan kantor dan perumahan bagi anggota Polri/ASN di jajaran Polres OKU Selatan;
i) masih ditemukan adanya anggota Polda Sumatera Selatan berperilaku menyimpang, tidak terpuji, terlibat dalam pelanggaran disipiln, kode etik profesi dan tindak pidana serta masih kurangnya pemahaman akan perubahan paradigma baru Polri;
j) masih belum terdukung sepenuhnya Almatsus Polri dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan;
k) masih ada 2 kabupaten pemekaran yang belum memiliki Polres (Pali dan Muratara), walaupun untuk pengusulan pembentukan Polres Pali telah diajukan ke Mabes Polri akan tetapi belum mendapat persetujuan/pengesahan, sedangkan untuk pengusulan pembentukan Polres Muratara dalam proses penyusunan Telahaan Staf untuk diajukan ke Mabes Polri;
l) minimnya petugas Bhabinkamtibmas berakibat kepada belum optimalnya penggelaran Polmas di Sumatera Selatan, jumlah Bhabinkamtibams 1.213 orang, jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan/desa 3.243  terpenuhi 37%;
3) peluang (Opportunities) :

a) sejalan dengan reformasi ditubuh Polri diantaranya penataan organisasi, tata laksana maupun sistem manajemen maka Polres OKU Selatan telah melakukan pembenahan secara berkesinambungan  guna meningkatkan profesionalisme anggota Polri didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi serta pengembangan kualitas yang berbasis kompetensi dan transparan akan berdampak positif dikaitkan dengan peningkatan karier;
b) kebijakan pemerintah dalam bentuk reformasi birokrasi nasional melalui perwujudan sistem birokrasi yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

c) meningkatnya tuntutan standar pelayanan pada berbagai penyelenggara layanan umum di wilayah perkotaan, mendorong Polres OKU Selatan untuk lebih meningkatkan upaya pelayanan Polri kepada masyarakat;
d) Polres OKU Selatan memfokuskan pada upaya peningkatan pelayanan prima dalam penanggulangan kejahatan dan ketidak-tertiban;
e) mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, mendorong Polres OKU Selatan dalam upaya menegakkan wibawa Polri sekaligus menjadi momentum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum;

f) sinergitas antar lembaga dan elemen masyarakat semakin meningkat dengan adanya hubungan yang baik antar lintas sektoral dengan instansi terkait (partnership). Hal ini berdampak kepada semakin baiknya dukungan terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian di Polres OKU Selatan dalam kebijakan Sinergi Polisional Proaktif;
4) ancaman (Threats):

a) Dengan posisi dan kondisi Kab. OKU Selatan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Lampung dan Propinsi Bengkulu serta memiliki struktur tanah yang tidak merata / berbukit-bukit tersebut mengandung kerawanan karena Kab. OKU Selatan dapat disinggahi, dimasuki dan disusupi oleh para pelaku kejahatan yang berasal dari luar atau bahkan para pelaku terorisme yang ingin bersembunyi, transit, membuat jaringan atau bahkan sebagai target mereka dalam menjalankan aksinya;
b) Jumlah penduduk yang besar disamping sebagai modal dasar pembangunan juga mengandung kerawanan sosial dengan dimensi yang luas dan kompleks. Dengan baru terbentuknya OKU Selatan sebagai Kabupaten, hal ini tentu membawa dampak yang cukup besar karena perubahan dariberbagai bidang kehidupan di masyarakat, terutama lapangan pekerjaan yang semakin sulit dan jumlah penduduk yang akan terus bertambah, sehingga tingginya angka pengangguran;  
c) Di Kab. OKU Selatan sampai saat ini belum memiliki perusahaan yang dapat mengelolah Sumber Daya Alam ( SDM ) yang ada secara optimal terutama perusahaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan seminim mungkin;

d) Pasca Reformasi yang mengalami degradasi pemahaman dan penghayatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetap masih akan mengundang munculnya keinginan dari kelompok tertentu untuk mengubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, faham liberal dan faham sosial / komunis. Kondisi seperti ini akan sangat membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI bila pemerintah tidak melakukan antisipasi secara mendasar dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat Kab. OKU Selatan untuk memahami dan menghayati kehidupan berbangsa dan bernegara;

e) Dengan naiknya harga BBM dan LPG sejak bulan Mei 2019  serta ditambah kelangkaan mendapatkan BBM, menyebabkan harga-harga Sembako mengalami kenaikan yang signifikan sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam menyediakan kebutuhan pokok utamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi pendapatan perkapita mayoritas dibawah UMR dan saat ini kondisi ekonomi Kab. OKU Selatan pada umumnya sedang mengalami krisis( Paceklik ), serta Masalah tingginya angka pengangguran di Kab.OKU Selatan mengakibatkan masyarakat melakukan aksi kriminal dan Illegal logging;

f) Masyarakat Kab. OKU Selatan pada umumnya mempunyai budaya / warisan nenek moyang yaitu budaya membawa Sajam, namun setelah berdiri OKU Selatan sebagai Kabupaten dengan Ibu Kota Muaradua, maka tradisi membawa Sajam berangsur-angsur berkurang, boleh hampir sekarang tidak ada budaya membawa Sajam. Masyarakat Kab. OKU Selatan pada umumnya masih membawa sifat sukuisme, namun demikian sifat sukuisme masih kental tetapi tidak pernah terjadi suatu keributan antara suku masyarakat Kab.OKU Selatan. Pada umumnya masyarakat suka bergotong royong sehingga terjadi masyarakat yang damai dan harmonis. Kab. OKU Selatan yang secara Geografis daerah perbukitan maka tidak jarang sering terjadi bencana alam antara lain Tanah Longsor. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masih banyaknya penebangan liar (illegal logging). Dengan kondisi yang ada menunjukan perlunya percepatan pembangunan disegala bidang kehidupan sehingga menimbulkan pemahaman terhadap kualitas dan kuantitas masyarakat Kab. OKU Selatan;
g) Seiring dengan massa paceklik dan naiknya harga-harga barang yang dialami masyarakat OKU Selatan karena kebijakan pemerintah, maka akan mengakibatkan makin sulitnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dalam kondisi seperti ini maka dampak yang terjadi adalah tingginya gangguan Kamtibmas seperti Pencurian, Perampokan dan Pemerasan. Selain itu, Kab. OKU Selatan yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan Propinsi lain  seperti Propinisi Lampung dan Propinsi Bengkulu, perlu mendapat perhatian karena tidak menutup kemungkinan Kab. OKU Selatan dijadikan kota transit atau bahkan tujuan utama dari para pelaku kejahatan / terorisme.
h) keberadaan Gepeng (gelandangan dan pengemis), pengamen jalanan dan pedagang asongan di jalanan umum serta belum konsistennya penanganan oleh instansi terkait turut menciptakan ketidak-tertiban lalu lintas;

i) potensi gangguan keamanan masih dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu,  baik secara  konvensional maupun peningkatan   kejahatan  yang  berimplikasi kontinjensi  yang disebabkan berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;

j) kesadaran berpolitik dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah dalam pemaknaan reformasi yang beranggapan menjunjung kebebasan mutlak sehingga berpotensi pada tindakan anarkis (konflik sosial);

k) kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sehingga tingginya angka Laka Lantas.


2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian serius Polres OKU Selatan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2021 antara lain :

a. Kabupaten OKU Selatan meliputi 19 Kecamatan, 1   Kota dengan luas daerah Kab. OKU Selatan adalah meliputi 5.493, 94  Km2yang terdiri dari  252 Desa dan 7  ( Tujuh ) Kelurahan, tetapi belum diikuti dengan sebaran Personel Polri dikarenakan jumlah riil personel Polres OKU Selatan saat ini 452 baru terpenuhi 50% dari DSP 900, sehingga masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b. Dengan posisi dan kondisi Kab. OKU Selatan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Lampung dan Propinsi Bengkulu serta memiliki struktur tanah yang tidak merata / berbukit-bukit tersebut mengandung kerawanan karena Kab. OKU Selatan dapat disinggahi, dimasuki dan disusupi oleh para pelaku kejahatan yang berasal dari luar atau bahkan para pelaku terorisme yang ingin bersembunyi, transit, membuat jaringan atau bahkan sebagai target mereka dalam menjalankan aksinya;
c. masih kurangnya  personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya;
d. masih kurangnya kemampuan personel yang memiliki dikjur; 
e. minimnya almatsus Polri  antara lain (R2, R4, R6, alat apung dan alkom) dalam tugas pokok Polri;  
f. masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyediaan fasilitas Mako Polsek dan Rumdin bagi para anggota;
g. tingginya kriminalitas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan khususnya kejahatan 3C (curas, curat, curanmor) dapat meresahkan masyarakat;
h. tingginya jumlah pelanggaran lalulintas akibat dari kurangnya kesadaran dan ketertiban masyarakat pengguna jalan; 
i. makin maraknya peredaran Narkoba khususnya kepada generasi muda diperlukan langkah-langkah penanggulangan dan pengungkapan kasus oleh Polres OKU Selatan sebagai perwujudan perlindungan penegakan hukum terhadap masyarakat guna memutus rantai peredaran Narkoba agar terhindar sebagai korban penyalahgunaan Narkoba;
j. krisis kepercayaan masyarakat terhadap Polri seperti masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran lalu lintas dan tindak kriminalitas lainnya merupakan hal yang harus segera diperbaiki mengingat Polri bagian dari masyarakat;
k. kurangnya kerma instansi/stakeholder guna mengatasi gangguan kamtibmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan sinergi antara Polri dengan seluruh komponen masyarakat dan instansi/stakeholder terkait mengingat bahwa tantangan tugas yang begitu besar dihadapkan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Polres OKU Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya untuk mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum demi menciptakan keamanan khususnya daerah hukum Polres OKU Selatan;
l. masih kurangnya dukungan peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai tindak kejahatan yang semakin berkembang sehingga memerlukan kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi awal kejahatan yang berdimensi baru;
m. sistem pengendalian kinerja masih sangat lemah, sehingga banyak  personel yang tidak produktif dan bahkan menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugas (reformasi kultural belum optimal) harus dilakukan reformasi pola kerja dan perilaku anggota Polres OKU Selatan;
n. masih terbatasnya jumlah dan kurangnya kemampuan Bhabinkamtibmas dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas  yang merupakan ujung tombak Polri yang mampu menjadi konsultan dalam pemecahan masalah (problem solving) yang timbul di masyarakat, jumlah Bhabinkamtibmas saat ini 40, dari jumlah kelurahan/desa 259 terpenuhi 15 %, target ideal 1 Bhabinkamtibmas 1 Kelurahan/Desa.
BAB II .....

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Polda Sumsel
1) Visi

“Terwujudnya Provinsi Sumatera Selatan yang aman dan tertib”;
 2) 
Misi 
“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat di Daerah Hukum Polda Sumatera Selatan”.
b. Visi dan Misi Polres OKU Selatan
Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polres OKU Selatan harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Polres OKU Selatan sebagai berikut :
1) Visi

“Terwujudnya Kabupaten OKU Selatan yang aman dan tertib”;
2) Misi

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat di Daerah Hukum Polres OKU Selatan”.
2. Tujuan Jangka Menengah

1) Polda Sumsel
1) menjamin terpeliharanya Kamtibmas di daerah hukum Polda Sumatera Selatan;
2) menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda Sumatera Selatan;
3) mewujudkan personel Polda Sumatera Selatan yang profesional;
4) modernisasi pelayanan Polda Sumatera Selatan;
5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di daerah hukum Polda Sumatera Selatan;

2) Polres OKU Selatan
1) 
menjamin terpeliharanya Kamtibmas di daerah hukum Polres OKU Selatan;
2) 
menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU Selatan;
3)
mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang profesional;
4)
modernisasi pelayanan Polres OKU Selatan Selatan;
5)
menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di daerah hukum Polres OKU Selatan Selatan;
3. Tujuan

a. Tujuan Polda Sumatera Selatan :
1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Sumatera Selatan;
2) menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda Sumsel;
3) mewujudkan Polda Sumsel yang profesional;
4) modernisasi pelayanan Polri di jajaran Polda Sumsel;
5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di jajaran Polda Sumsel;
b.     Tujuan Polres OKU Selatan Selatan :
1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres OKU Selatan;

2) menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU Selatan;

3) mewujudkan Polres OKU Selatan yang profesional;

4) modernisasi pelayanan Polri di jajaran Polres OKU Selatan;

5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di jajaran Polres OKU Selatan;


4. Sasaran Strategis
a. Polda Sumsel
Demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh di daerah hukum Polda Sumatera Selatan dan sinergi polisional yang produktif  dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Sumatera Selatan guna menghadapi kondisi daya saing Propinsi Sumatera Selatan dan keunggulan nasional, maka Sasaran Strategis Polda Sumsel Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :
1) Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Sumsel;
2) Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda Sumsel;
3) Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima di lingkungan Polda Sumsel;
4) Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini di lingkungan  Polda Sumsel;
5) Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal di lingkungan Polda Sumsel;
6) Terwujudnya SDM Polda Sumsel yang profesional;
7) Terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan di lingkungan Polda Sumsel;
8) Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif di lingkungan Polda Sumsel;
9) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan Polda Sumsel
b.
Polres OKU Selatan
Demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh di daerah hukum Polres OKU Selatan dan sinergi polisional yang produktif  dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polres OKU Selatan guna menghadapi kondisi daya saing Kabupaten OKU Selatan dan keunggulan nasional, maka Sasaran Strategis Polres OKU Selatan Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut : 
1. Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres OKU Selatan;
2. Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU Selatan;
3. Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima di lingkungan Polres OKU Selatan;
4. Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini di lingkungan  Polres OKU Selatan;
5. Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal di lingkungan Polres OKU Selatan;
6. Terwujudnya SDM Polres OKU Selatan yang profesional;
7. Terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan di lingkungan Polres OKU Selatan;
8. Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif di lingkungan Polres OKU Selatan;
9. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan Polres OKU Selatan
Sasaran strategis yang telah ditetapkan kemudian dikelompokkan menjadi 3 perspektif yakni stakeholder perspective, internal process perspective dan innovation berdasarkan perspektif yang diadaptasi dari metode balanced scorecard. 

1) Stakeholder perspective

Sudut pandang ini menjabarkan pencapaian impact yang diharapkan dengan sasaran impact (SI) adalah Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kabupaten OKU Selatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polres OKU Selatan dibangun dengan 3 indikator Kinerja Pendukung (IKP)pada Internal Process Perpective.
2) Internal process perspective

Sudut pandang internal merupakan jabaran dari Misi Polda Sumsel LinYanYom yang juga merupakan Misi Polres OKU Selatan yaitu Melindungi , Melayani, dan Mengayomi Masyarakat di daerah Hukum Polres OKU Selatan. Terdapat tiga sasaran strategis antara lain :

a) Sasaran strategis Pesatu  (SS1) yaitu terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres OKU Selatan, dimana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
· Persentase informasi intelijen yang didistribusikan ke K/L dan lintas sektoral serta fungsi Kepolisian lain;
· Persentase unjuk rasa tidak anarkhis;
· Persentase penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas di desa / kelurahan secara bertahap;
· Persentase penyelesaian permasalahan social/problem solving yang dilakukan Bhabinkamtibmas / petugas Polmas;
· Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas;
· Persentase penurunan angka korban laka lantas (MD);
· Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas;
b) Sasaran strategis Kedua (SS2) yaitu Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU Selatan, dimana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
· Persentase penyelesaian tindak pidana yang ditangani sesuai dengan SOP (ketentuan yang berlaku);
· Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan/Arbitrase/Restorative Justice (SP3);
c) Sasaran strategis ketiga (SS3) yaitu terselenggaranya layanan publik Polri yang prima di lingkungan Polres OKU Selatan, dimana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
· Indeks kepuasan layanan Kepolisian;
3) Innovation perspective

Sudut pandang inovasi merupakan kumpulan sasaran strategis yang cenderung merupakan pendorong agar seluruh sasaran strategis di atas dapat dicapai. Semangat inovasi di tubuh Polres OKU Selatan terdiri dari empat sasaran strategis antara lain :

a) sasaran strategis Keempat (SS4) modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini di jajaran Polres OKU Selatan, dimana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
· Persentase Satker yang memenuhi Alkom;
b) sasaran strategis kelima (SS5) terwujudnya terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal di lingkungan Polres OKU Selatan, dimana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
· Persentase jumlah opini positif pemberitaan Polres OKU Selatan;
c) sasaran strategis keenam (SS6) terwujudnya SDM Polres OKU Selatan yang profesional, dimana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
· Persentase peningkatan kemampuan personel Polres OKU Selatan yang sudah mengikuti Pendidikan kejuruan;
· Persentase penyelesaian perkara Pelanggaran disiplin Polri;
· Persentase penyelesaian pelanggaran Etika dan Profesi Polri;
d) Sasaran strategis ketujuh (SS7) terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan di lingkungan Polres OKU Selatan, dimana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
· Nilai SAKIP Polres OKU Selatan;
· Opini BPK atas LK;
e) Sasaran strategis kedelapan (SS8) terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif di lingkungan Polres OKU Selatan, dimana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
· Persentase penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polres OKU Selatan;
· Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres OKU Selatan;
f) Sasaran strategis kesepuluh (SS9) terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan Polres OKU Selatan, dimana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
· Persentase penyerapan anggaran Polres OKU Selatan.
BAB III .....

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. 
Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Polda Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan  arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :      
a. arah kebijakan  dalam rangka mencapai sasaran strategis “terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”, yaitu :
1) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas:
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;

(giat3117/prog 7/SS1/prom3);

b) Melakukan lidikpamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

(giat3117/prog7/SS1/prom3);

c) Meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

(giat3117/prog7/SS1/prom3);

d) Memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya;

(giat3131/prog10/SS1/prom7);
2) Peningkatan keamanan perairan
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) Meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan laut;

(giat3134/prog10/SS1/prom7);

b) Memberdayakan masyarakat perairan dalam pengamanan wilayah perairan;

(giat3134/prog10/SS1/prom7);
3) Meningkatnya Kaseltibcar lantas di daerah hukum Polda Sumatera Selatan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pemantuan arus kemacetan lalulintas sebagai dasar evaluasi dan pengkajian trouble spot dalam mengurai titik-titik lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalulintas;

(giat3133/prog10/SS1/IKU5,6,7/prom11);

b) melakukan kajian black spot kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalulintas; 

(giat3133/prog10/SS1/IKU5,6,7/prom11);

c) penanganan kecelakaan lalulintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi traffic accident analysis; 

(giat3133/prog10/SS1/IKU5,6,7/prom11);

d) melaksanakan progam road safety/safety ridding; 

(giat3133/prog10/SS1/IKU5,6,7/prom11);

e) membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses publik dan pemangku kepentingan; 

(giat3133/prog10/SS1/IKU5,6,7/prom11);

f) menggelar operasi kepolisian di bidang lalulintas secara tematis; (giat3133/prog10/SS1/IKU5,6,7/prom11);

g) melaksanakan kampanye keselamatan lalulintas dan angkutan jalan; 

(giat3133/prog10/SS1/IKU5,6,7/prom11);
4) Peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibams;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) Menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Toma dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

(giat5076/prog9/SS1/IKU4/prom8,11)
b) Partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam mencegah menangkal Kamtibmas dan gakkum terbatas;

(giat5076/prog9/SS1/IKU4/prom8,11)

5) Peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) peningkatan kemampuan melalui capacity building personel Bhabinkamtibmas;

(giat3100/prog5/SS4/IKU14/prom4);

b) pelibatan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam menangkal dan mencegah serta menanggulangi ancaman serta gangguan Kamtibmas;

 (giat5076/prog9/SS4/IKU4/prom8);
6) pengamanan Pilkada  yang tertib, lancar dan demokratis :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pelaksanaan operasi kepolisian dengan sandi “Operasi Mantap Praja Musi 2020” dalam rangka pengamanan Pilkada serentak; (giat5079/prog10/SS1/IKU11/prom7);
b) pengoptimalan pasukan siaga pada masing-masing kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan dengan dukungan logistik (peralatan dan perlengkapan) yang memadai; 

(giat5087/prog12/SS1/IKU 11/prom9);
c) pembentukan Satgas anti money politics guna memberikan deteren effect untuk meminimalisir terjadinya korupsi; (giat3146/prog11/SS1/IKU11/prom1);
d) pembentukan Satgas Nusantara guna mengidentifikasi konflik SARA akibat dampak Pilkada; (giat3114/prog7/SS1/IKU11/prom7);
e) pembentukan Satgas Siber Pemilu; 

(giat3145/prog11/SS1/IKU11/prom9);
f) penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam sentra Gakkumdu; 

(giat3142/prog11/SS1/IKU11/prom9);
g) mapping potensi konflik, potensi ancanaman gangguan kamtibmas dan daerah rawan Pilkada 2020; 

(giat5080/prog10/SS1/IKU11/prom7);

h) peningkatan latihan kemampuan personel Polda Sumatera Selatan yang terlibat pengamanan; 

(giat5080/prog10/SS1/IKU14/prom7);

i) melaksanakan cipta kondisi: 
(giat5080/prog10/SS1/IKU11/prom7);
7) Penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan tidak anarkis; 

(giat3130/prog10/SS1/IKU2/prom7);

b) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari besar nasional; 

(giat3130/prog10/SS1/IKU5,6,7/prom7);

c) tergelarnya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik;

(giat3130/prog10/SS1/IKU11/prom7);


b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda Sumatera Selatan”, yaitu :

1) peningkatan pengungkapan kasus Narkoba, Siber, Korupsi dan kasus atensi publik:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal; 

(giat3142; giat3143; giat3144; giat3145; giat3146; giat 5083/prog11/SS2/IKU8,9/prom9);
b) pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap guna mewujudkan personel fungsi reserse yang handal dan profesional; 
(giat3100/prog5/SS2/IKU14/prom4);
c) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (crime scene investigation/CSI) guna membantu pengungkapan tindak pidana secara ilmiah; 
(giat3100/prog5/SS2/IKU8,9/prom4);
d) pemenuhan teknologi tepat guna yang mutakhir guna mendukung percepatan, pengungkapan dan pelayanan penegakan hukum;
 (giat3071/prog1/SS2/IKU8,9,10/prom4);

e) pembentukan Satgas pangan; Pungli; KUPVA; pengendali inflasi dan skimming; dan waspada investasi; (giat3145/prog11/SS2/IKU8,9/prom9)
f) peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional; (giat3144/prog11/SS2/IKU8,9,10/prom9);
2) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) peningkatan pelayanan  penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dengan  korban perempuan dan anak oleh penyidik wanita; 

(giat3142/prog11/SS2/IKU8,9/prom9)
b) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA); 

(3108/Prog 6/SS 2/IKU14/ promoter 4);

c) pelatihan peningkatan kemampuan petugas PPA; (giat3100/prog5/SS2/IKU14/prom4);
3) proses penyidikan yang bebas dari pungutan liar,  rekayasa perkara  yang berbelit-belit,  pemerasan dan makelar kasus;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) peningkatan peran pengawasan melekat oleh atasan penyidik dan pengawas penyidik untuk mengontrol proses penyidikan;
(giat5086/prog10/SS2/IKU8,9,10/prom9);

b) pembangunan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-Penyidikan); 
(giat3071/prog1/SS2/IKU8,9,10/prom2);
4) peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi ;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

· pelaksanaan sertifikasi terhadap penyidik Polri dan pemeriksa forensik; 

(giat3096/prog5/SS2/IKU14/prom4);

5) penanganan kebakaran hutan dan lahan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pembentukan Satgas kebakaran hutan;

(giat5085/Prog11/SS2/IKU8,9/prom9);

b) peningkatan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga, Pemda dan Instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan;  

(giat5085/prog11/SS2/prom9);

c) mengusulkan dukungan anggaran untuk penanganan Karhutbunla di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

(giat5080/prog10/SS2/prom9);

6) penanganan tindak pidana perairan di daerah hukum Polda Sumatera Selatan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) meningkatkan penindakan terhadap perkara illegal fishing, illegal taping, illegal mining, trafficking secara optimal di wilayah perairan Sumsel; 

(giat3142/prog10/SS2/IKU10/prom9);

b) meningkatkan penyelesaian perkara perompakan di wilayah perairan Sumatera Selatan; 

(giat3142/prog10/SS2/IKU10/prom9);

c) meningkatkan keamanan perairan melalui optimalisasi fungsi intelijen perairan, Polmas perairan dan patroli perairan dengan didukung sarana dan prasarana perairan yang terpelihara dan siap pakai;

(giat3142/prog10/SS2/IKU1/prom9);

d) peningkatan SDM dengan mengikutsertakan Dikjur Penyidik ; 

(giat3100/prog5/SS2/IKU14/prom4);
7) membangun   kemampuan  back   up operasional  Polda Sumatera Selatan  dalam  penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (flash point) di daerah hukum Polda Sumatera Selatan secara langsung dan cepat, khususnya Terorisme, kejahatan Siber, kejahatan narkotika dan konflik sosial;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) membangun kekuatan cadangan (stand by force) sebanyak 1 SSK untuk tingkat Polda dan 1 SST untuk tingkat Polres/ta; 

(giat5087/prog12/SS2/prom7);

b) mengoptimalkan pasukan cadangan (stand by force) Kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan engan menggunakan sarana dan prasarana cepat baik darat, laut maupun udara; 
(giat5087/prog12/SS2/prom7);

c) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan keamanan berintensitas tinggi (kontijensi); 

(giat5087/prog12/SS2/prom7);

c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “terselenggaranya layanan publik Polri yang prima”, yaitu: 

1) peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

· Meningkatkan inovasi pelayanan Publik;

(giat5053/prog1/SS3/IKU11/prom4);
2) melanjutkan Sistem Pelaporan Masyarakat kepada Polri berbasis IT:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) menyiapkan sarana layanan TIK kewilayahan. (giat3073/prog2/SS3/IKU12/prom2)
b) pengembangan Electronic Registration and Identification (ERI);  Pembangunan RTMC    dan TMC;

(giat3133/prog2/SS3/prom2)
c) pengembangan sistem pelayanan secara online dalam rangka penerbitan SKCK di Polsek;
(giat3084/prog2/SS3/IKU11/prom2)
3) perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada sentra pelayanan publik :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

· meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan standar layanan serta pemberian reward and punishment secara konsisten; 
(giat 3103/Prog 6/SS 3/IKU14/Prom1);

4) pengelolaan tata ruang SPKT yang bersahabat dan profesional :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

· pembangunan dan renovasi ruangan SPKT yang humanis dengan dilengkapi sarana pendukung;

(giat5062/prog2/SS3/prom6);
5) percepatan Quick Response Kepolisian :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) peningkatan kegiatan Turwali, Pengamanan VIP/Obvitnas, penangkalan dan pelacakan;  
(giat3130/prog10/SP3/SS11/prom7);
b) peningkatan Turwali dengan mengutamakan patroli Dialogis; 
(giat3130;3131/prog10/SS3/prom7);
c) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan personel Polda Sumatera Selatan; 

(giat3130/prog10/SS3/IKU14/prom7);
d) peningkatan patroli perairan; 
(giat3130/prog10/SS3/prom7);
e) peningkatan Almatsus Patroli yang berbasis TI; 
(giat3084/prog2/SS3/prom6);
d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini di lingkungan Polda Sumatera Selatan”, yaitu :
· modernisasi sarana dan prasarana Polri di lingkungan Polda Sumatera Selatan:
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana;

(giat3084/prog2/SS4/IKU12/prom6)

b) Modernisasi sarana dan prasarana operasional dan pelayanan Polri;

(giat5059/prog2/SS4/IKU12/Prom6)

e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis                  “ terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal”, yaitu :
· peningkatan kepercayaan publik melalui manajamen media;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui media massa (media elektronik, media cetak dan media online); 

(giat5066/prog1/SS5/IKU13/prom4);

b) meningkatkan kerja sama dengan stakeholders pemerintahan melalui kegiatan Badan Koordinasi Humas; 

(giat5066/prog1/SS5/IKU13/prom4);

c) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi; 

(giat5066/prog1/SS5/IKU13/prom4);

d) melaksanakan counter opini melalui media sosial; 

(giat5066/prog1/SS5/IKU13/prom4);

f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “terwujudnya SDM Polda Sumatera Selatan yang profesional”, yaitu :
1) peningkatan kualitas 8 standar pendidikan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) peningkatan kemampuan Gadik dan pengasuh guna meningkatkan kualitas hasil didik; 

(giat3096/prog5/SS6/IKU14/prom1);

b) supervisi kompetensi hasil didik di kewilayahan; 

(giat3096/prog5/SS6/IKU14/prom1);
c) peningkatan sarana dan prasarana serta alin alongin guna menunjang proses pendidikan dan latihan; 

(giat5059/prog2/SS6/prom1);

d) kerjasama dengan lembaga pendidikan swasta/negeri untuk melakukan review dan perbaikan standar pengelolaan, standar, pendidikan, dan standar penilaian yg disesuaikan dengan kualitas SDM daerah. 

(giat3096/prog4/SS6/prom4);
2) pembinaan karier berdasarkan merit system dan rekam jejak;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan / AC yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja dengan sistim CAT;

(giat3108/prog7/SS6/IKU14/prom 1);

b) meningkatkan kemampuan assesor dalam rangka meningkatkan kualitas assessor untuk mendukung pelaksanaan AC dalam pembinaan karir;

(giat5062/prog2/SS6/IKU14/prom11);

c) melaksanakan Fedback dan hasil monev AC ;

(giat5062/prog2/SS6/IKU14/prom11);

d) melaksanakan promosi jabatan terbukan untuk  level jabatan kasat dan kapolsek di Polres 

(giat3107/prog6/SS6/IKU14/prom1);

e) melaksanakan penyebaran angket kuisioner 360 dalam rangka implementasi salah satu komponen rekan kerja;

(giat3105/prog 6/SS6/IKU14/prom1);

f) melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi personil yang melaksanakan penugasan di luar  struktur organisasi Polri;

(giat3107/prog6/SS6/prom1);

g) melaksanakan anev sistem pembinaan karir secara rutin dalam bentuk mutasi personil;

(giat3108/prog6/SS6/IKU14/prom1);

3) pelaksanaan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai dengan kebutuhan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) penyelenggaraan rekrutmen Diktuk dan seleksi Dikbangum aparatur Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis; 

(giat3100;3107/prog5;6/SS6/prom1);

b) optimalisasi validasi data pers dalam aplikasi new SIPP dan penilaian kinerja melalui SMK Online untuk dukung proses pembinaan karier yang didukung TI secara dinamis dan terintegrasi;

(giat3071/prog1/SS6/prom1);

c) terselenggaranya pemeriksaan kesehatan Rekrutment Seleksi pendidikan pembentukan (Diktuk) terpadu dengan sistem one day result dan seleksi pendidikan pengembangan umum (dikbagum) dengan sistem terkendali secara profesional, bersih, transparan, akuntabel dan humanis ;
(giat 3107/prog 6/SS6/Prom1);
4) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri di lingkungan Polda Sumatera Selatan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) validasi data personel Polda Sumatera Selatan dan keluarga sebagai peserta BPJS; 

(giat3072/prog1/SS6/prom5);

b) meningkatkan jumlah  kepesertaan BPJS bagi personel Polres OKU Selatan dan keluarganya pada fasilitas kesehatan  Polri; 

(giat3072/prog1/SS6/prom5);

c) meningkatkan upaya  pelayanan   kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas kesehatan Polri; 

(giat3072/prog1/SS6/prom5);

d) meningkatkan   standar akreditasi layanan kesehatan rumah sakit Bhayangkara dan FKTP sesuai dengan program Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) atau Kementerian Kesehatan; 

(giat3072/prog1/SS6/prom5);

e) menyelenggarakan kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana lebih tinggi; 

(giat3072/prog1/SS6/prom5);

f) melanjutkan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan Polri;

(giat3072/prog1/SS6/prom5);

g) memfasilitasi pers Polda Sumatera Selatan yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan santunan atau biaya dari Asabri sesuai PP 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Keamanan dan Polri; 

(giat3103/prog1/SS6/prom5);
5) pelaksanaan program wirausaha bagi personel Polda Sumatera Selatan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) membuat   pogram   pelatihan   wirausaha bagi personel Polda Sumatera Selatan yang akan memasuki masa pensiun; 

(giat3105/prog6/SS6/prom5);

b) mengupayakan Diklat  pengembangan  latihan keterampilan sesuai bidang keahlian;  

(giat 3100/prog5/SS6/prom4);

c) melaksanakan MoU dengan Kementerian Koperasi dan UKM;  (giat3120/prog8/SS6/prom5)

g. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan”, yaitu :
1) meningkatkan sistem penilaian indeks tata kelola;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

· melanjutkan penguatan tata kelola Kepolisian pada tujuh prinsip bidang kompetensi keadilan perilaku efektivitas transparan responsif  dan akuntabilitas melalui sistem penilaian Indeks Tata Kelola (ITK);

(giat5052/prog1/SS7/prom6);
2) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja ;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pembangunan Aplikasi Sistem manajemen Kinerja; (giat3103/prog1/SS7/prom2);

b) peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja; 

(giat3103/prog1/SS7/IKU18/prom4);

c) penerapan reward and punishment di Satuan Kerja; (giat3103/prog3/SS7/IKU18/prom4);
3) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Polda Sumatera Selatan; 
(giat5053/prog1/SS7/prom4);
b) pembangunan Satker pada tingkat Polda dan Kewilayahan untuk mendapat predikat ZI menuju WBK;           

(giat3087/prog3/SS7/prom10);
c) pengembangan ITK Polri; 

(giat5052/prog1/SS7/prom6);

d) pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK); 

(giat5089/prog3/SS7/prom10);
e) pelaksanaan aksi nasional Hak Asasi Manusia (aksi nasional HAM); 

(giat5053/prog1/SS7/IKU8,9,10/prom9);
f) pengkajian terhadap pelaksanaan RBP di lingkungan Polda Sumatera Selatan; 
(giat5053/prog1/SS7/prom4);
g) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan kajian pelaksanaan pelaporan quick wins;
 (giat5053/prog1/SS7/prom11);
h) peningkatan nilai AKIP Polda Sumatera Selatan secara bertahap dan berkelanjutan;

 (giat3087/prog3/SS7/IKU17/prom10);
f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif”,   yaitu :
1) penanganan publik komplain;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat3071/prog1/SS8/IKU19,20/prom10);

b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; 
(giat3071/prog1/SS8/IKU19/prom10);
c) mengoptimalkan pengendalian mutu wasrik;  

(giat3091/prog3/SS8/IKU18/prom10);

d) meningkatkan kapabilitas APIP Polda Sumatera Selatan secara bertahap dan berkelanjutan;

(giat3089/prog3/S81/IKU17/prom10);
2) penguatan Saber pungli;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaanya  bekerjasama dengan Pengawas Eksternal dan Internal;

b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Polda ; 
3) mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi di lingkungan Polda Sumatera Selatan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) implementasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;
(giat3091/prog3/SS8/prom10);
b) penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat; 

(3091/prog 3/SS8/IKU15,16/Prom10);

c) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian; 

(giat3091/prog3/SS8/IKU19/prom10)
d) mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-tempat pelayanan Polri;

(giat3091/prog3/SP6/SS8/prom10 dan 11);

g. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan Polda Sumatera Selatan”, yaitu :
1) peningkatan pelaksanaan e- government melalui, e-planning, e-budgeting dan e-procurement;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pelaksanaan aplikasi SMAP; 
(giat3071/prog1/SP7/SS5/IKU1/prom2);
b) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement; (giat3071/prog1/SP7/SS7/IKU1/prom2);
2) peningkatan penyerapan realisasi anggaran Polda Sumatera Selatan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) Bingar penyusunan program anggaran dan rencana kerja;

(giat5054/prog1/SS9/IKU21/prom6);
b) supervisi perencanaan umum dan anggaran;

(giat7073/prog1/SS9/IKU21/prom6);

c) monev dan asistensi anggaran Polda Sumatera Selatan;

(giat5051/prog1/SS9/IKU21/prom6);

2. 
Arah Kebijakan dan Strategi Polres OKU Selatan TA. 2021
 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres OKU Selatan Tahun 2021, maka ditetapkan  arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :      
a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pemeliharaan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat yang Humanis dan Bermartabat di daerah hukum Polres OKU Selatan”, yaitu :
1) Penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan daerah hukum Polres OKU Selatan melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) peningkatan peran dan fungsi intelijen keamanan, agar mampu memberikan informasi berkualitas; saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi yang memadai;

(giat3114;3115;3116;3117/prog7/SP1/SS1/IKU1/PPK2);
2) pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta trorisme;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;

(giat 3117/prog 7/SS1/SP1/PPK2);

b) melakukan lidikpamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

(giat 3117/prog 7/SS1/SP1/PPK2);

c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

(giat 3117/prog 7/SS1/SP1/PPK2);

3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Toma dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

(giat5076/prog9/SS1/SP1/IKU4/ PPK2);

b) Partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam mencegah menangkal Kamtibmas dan gakkum terbatas;

(giat5076/prog9/SS1/IKU4/SP1/ PPK2 dan 5);

4) mewujudkan Kamseltibcarlantas di daerah hukum Polres OKU Selatan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pemantuan arus kemacetan lalulintas sebagai dasar evaluasi dan pengkajian trouble spot dalam mengurai titik-titik lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalulintas;

(giat3133/prog10/SS1/SP1/IKU5,6,7/ PPK2);

b) melakukan kajian black spot kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalulintas; 

(giat3133/prog10/SS1/SP1/IKU5,6,7/ PPK2);

c) penanganan kecelakaan lalulintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi traffic accident analysis; 

(giat3133/prog10/SS1/SP1/IKU5,6,7/ PPK2);

d) melaksanakan progam road safety/safety ridding; 

(giat3133/prog10/SS1/SP1/IKU5,6,7/ PPK2);

e) membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses publik dan pemangku kepentingan; 

(giat3133/prog10/SS1/SP1/IKU5,6,7/ PPK2);

f) menggelar operasi kepolisian di bidang lalulintas secara tematis; 

(giat3133/prog10/SS1/SP1/IKU5,6,7/ PPK2);

g) melaksanakan kampanye keselamatan lalulintas dan angkutan jalan; 

(giat3133/prog10/SS1/SP1/IKU5,6,7/ PPK2);
5) penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan tidak anarkis; 

(giat3130/prog10/SS1/SP1/IKU2/ PPK2);

b) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari besar nasional; 

(giat3130/prog10/SS1/SP1/IKU5,6,7/ PPK2);

c) tergelarnya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik;

(giat3130/prog10/SS1/SP1/IKU11/ PPK2);
b) 
Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pelayanan Publik Polri yang Prima berbasis TIK”, yaitu :
1) peningkatan keberpihakan di dalam pelayanan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

peningkatan pelayanan  penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dengan  korban perempuan dan anak oleh penyidik wanita; 

(giat3142/prog11/SP2/SS2/IKU11/ PPK3)
2) percepatan Quick Response Kepolisian :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

a) peningkatan kegiatan Turwali, PAM VIP/Obvitnas, penangkalan dan pelacakan;  

(giat3130/prog10/SP2/SS1/IKU11/ PPK2);

b) peningkatan Turwali dengan mengutamakan patroli Dialogis;  (giat3130/prog10/SP2/SS1/IKU11/ PPK2);
c) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan personel Polres OKU Selatan; 

(giat3130/prog10/SP2/SS6/IKU14/ PPK1)

d) peningkatan patroli perairan sambang pesisir; 

(giat3130/prog10/SP2/SS1/IKU11/ PPK2);
c) 
Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya di daerah Hukum Polres OKU Selatan”, yaitu :
peningkatan profesionalisme dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal; 

(giat3142; giat3144; giat3145; giat3146; giat 5083/prog11/SP3/SS2/IKU 8,9,10/ PPK4);
b) pembentukan Satgas pangan; Pungli; KUPVA; pengendali inflasi dan skimming; dan waspada investasi; 
(giat3145/prog11/SP3/SS2/IKU8,9,10/ PPK3)
c) peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional;
(giat3144/prog11/SP3/SS2/IKU8,9,10/ PPK3);
d) 
arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Modernisasi Teknologi Alpakam dan Almatsus Polri secara bertahap dari tingkat Polsek sampai dengan Polsek”, yaitu :

pengusulan pemenuhan rencana kebutuhan Alpakam dan Almatsus di lingkungan Polres OKU Selatan secara bertahap;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) Pemenuhan kebutuhan minimal secara bertahap  Alpalkam dan Almatsus  Polres OKU Selatan khususnya Jajaran Polres OKU Selatan; 
(giat 3111/prog7/SP5/SS4/ PPK6);
b) Membangun kerja sama dengan Biro Log Polda Sumsel yang terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polres OKU Selatan secara bertahap; 
(giat 3111/prog7/SP5/SS4/ PPK6);
c) Pemetaan dan penyusunan rencana kebutuhan (Blue Print); 
(giat 3111/prog7/SP5/SS4/ PPK6);
e) 
arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “penguatan sistem pengawasan dan sistem manajemen kinerja yang efektif untuk mendorong penguatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polres OKU Selatan”, yaitu :
1) penanganan publik komplain;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) mengoptimalkan pengendalian mutu wasrik;  

(giat3091/prog3/SP6/SS8/IKU19/ PPK7);

b) meningkatkan kapabilitas APIP Polres OKU Selatan secara bertahap dan berkelanjutan;

(giat3089/prog3/SP6/SS8/ PPK7);
2) penguatan Saber pungli;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaanya  bekerjasama dengan Pengawas Eksternal dan Internal;

(giat3087/prog3/SP6/SS8/IKU 19/ PPK7);
3) mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi di lingkungan Polres OKU Selatan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

a) implementasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;
(giat3090/prog3/SP6/SS8/ PPK7);
b) penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat; 

(3091/ Prog 3/ SP 6/ SS6/ IKU15,16/ PPK3 dan 7);

c) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian; 

(giat3191/prog3/SP6/SS8/IKU19/ PPK7)
d) mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-tempat pelayanan Polri;

(giat3091/prog3/SP6/SS8/IKU19/ PPK7);
3. 
Kerangka Regulasi

	Sasaran

Strategis
	Regulasi terkait yang

Sudah ada
	Kebutuhan Regulasi
	Ket

	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum  Polres OKU Selatan
	· UU darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

· Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olah Raga;

· Perkap Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengawasan dan Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil;

· Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Manajemen Operasional Polri.
	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Kegiatan Masyarakat (Baintelkam Polri);
	

	
	· PP 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Korwa Bin Polsus, PPNS dan Bentuk-bentuk PAM Swakarsa;

· Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan;

· Perkap Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;

· Perkap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bimtek Polsus. 
	· Revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan (Baharkam Polri);

· Penyusunan Pedoman Penilaian Penerapan Sistem manajemen Swakarsa berdasarkan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 (Baharkam Polri);

· Penyusunan Pedoman Pelatihan Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa organisasi, perusahaan dan atau instansi/Lembaga pemerintah (Baharkam Polri);

· SOP tentang Operasi Bina Waspada (Baharkam Polri);

· SOP tentang Operasi Bina Taruna (Baharkam Polri);

· SOP tentang Turjawali bagi Polsus (Baharkam Polri);

· SOP Penyimpangan, Pemeliharaan dan penggunaan Senpi bagi Polsus (Baharkam Polri). 


	

	
	· PP nomor 80 tahn 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

· Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;

· Perkap No 12 Tahun 2007 tentang Mobil unit Pelalayanan SIM Keliling.
	· Perkap tentang Penandaan SIM Pelanggar Lalulintas (Korlantas Polri);

· Perkap tentang Penindakan Pelanggaran Lalulintas dengan Elektronik Law Enforcement (EtLE);

· Perkap tentang Pengaturan, Penjagaan dan Patroli (TURJALI) lalu lintas (Korlantas Polri);

· Perkap tentang Pengawalan Lalulintas. (Korlantas Polri);

· Perkap tentang Lampu isyarat dan Sirine. (Korlantas Polri);

· Revisi Perkap No 12 Tahun 2007 tentang Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling.(Korlantas Polri);
	

	Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum   Polres OKU Selatan
	· Perkap Nomor 3 2008 tentan+g Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

· Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan pemeriksaan Tehnis kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada laboratorium Forensik Polri;

· Perkap Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata Cara Pengelolan Barang Bukti di Lingkungan Polri;

· Perkap No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di Lingkungan Polri;

· Perkap No 20 Tahun 2010 tentang korwas PPNS;

· Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
	· Revisi perkap No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana (Bareskrim Polri);

· Revisi Perkap nomor 10 Tahun 2009 tentang tata Cara dan Persyaratan permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistuik TKP dan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri (bareskrim Polri);

· Revisi Perkap No Perkap No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di Lingkungan Polri (bareksrim Polri);

· Revisi Perkap No 20 tahun 2010 tentang Korwas PPNS (Bareskrim Polri);

· Revisi Perkap No14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan Tindak Pidana (Bareskrim Polri);


	

	
	
	· Perkap Tentang Standart Kompetensi Penyidik Polri (Bareskrim Polri);

· Perkap tentang Mekanisme Pengangkatan penyidik dan Penerbitan keputusan Penyidik (Bareskrim Polri);

· Perkap tentang Pedoman Administrasi Penyuidikan Tindak Pidana (Bareskrim Polri);

· Perkap tentang Standar Kompetensi Pemeriksa Forensik (Bareskrim Polri).
· Perkap tentang Penegakan Hukum di Wilayah Perairan oleh Kepolisian Perairan (Korpolairud Baharkam Polri);

· Perkap tentang Pengelolaan Kerja sama dengan Kepolisian Luar Negeri di Wilayah perbatasan RI (Divhubinter Polri)
	

	
	· UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Padal 41;

· Perkap Nomor 12 Tahun  2014 tentang Pembuatan MoU dengan Kepolisian Luar Negeri;

· Perkap Nomor 4 tahun 2017 tentang Penugasan Anggita di Luar Struktur Organisasi Polri;
	· Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbantuan TNI. (Sops Polri dan Divkum Polri);

· Perkap tentang Atase Polri, Staf Teknis Polri dan LO Polri (Divhubunter Polri);

· Perkap tentang Tata cara Penanganan kejahatan Internasional dan Transnasional di Lingkungan Polri (Divhubunter Polri);

· Perkap tentang Penyelenggaraan Misi PBB (Divhubinter); 
	

	Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima di lingkungan  Polres OKU Selatan
	· UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;

· UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

· UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

· Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukanPembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau korban Tindak Pidana;

· Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara.
	· Revisi UU no 2 Tahun 2002 tentang Polri (Divkum Polri);

· Revisi Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau KorbnTndak Pidana. (Bareskrim Polri);

· Perkap tentang Layanan Polisi 110 (Baharkam Polri);

· Perkap tentang Pengamanan VIP dan Capres/Cawapres (Baharkam Polri);

· Perkap tentang Pengamanan Kepariwisataan (Baharkam Polri);

· Perkap tentang pengamanan Kawasan Tertentu (Baharkam Polri);

· Perkap tentang Standarisasi Penerbangan Polri (Korpolairud Baharkam Polri);

· Perkap tentang tata cara Penanganan Pengaduan di Lingkungan Polri (Itwasum Polri);

· Perkap tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Divhumas polri);

· Perkap tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Mesia Massa oleh Polri (Divhumas Polri);
	

	
	
	· Revisi Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara (Korbrimob Polri).
	

	Modernisasi sarana  dan prasarana sesuai teknologi terkini di lingkungan   Polres OKU Selatan
	· Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;

· Perkap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Almatsus;
	· Perkap tentang Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan Polri (Slog); Perkap tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Persediaan (Slog Polri);
· Perkap tentang pembinaan materiil Polri (Slog Polri); Perkap tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Standardisasi Materiil Logistik di Lingkungan Polri (Slog Polri)
	

	Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal di lingkungan   Polres OKU Selatan
	· UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman 
	· Perkap tentang penyelenggaraan Sistem informasi di Lingkungan Polri (Divhumas Polri);
· Perkap tentang Penggunaan Alokasi Frekuensi Radio di Linkungan Polri (Div TIK Polri);

· perkap tentang Mekanisme perizinan/rekomendasi pengambilan gambar/filming/shooting yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian (Divhumas Polri);
	

	Terwujudnya SDM   Polres OKU Selatan   yang profesional
	· UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;

· Perkap Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri;

· Perkap Nomor 5 tahun 2016 tentang Assessment Center;

· Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri;

· Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelatihan Polri;

· Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri;

· Perkap Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Komponen Pendidikan Pembentukan Pengembangan di Lingkungan Polri;

· Perkap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri;

· Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri;

· Perkap Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian;

· Perkap Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati Polri dan Sespim Polri;

· Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/17/XII/2016 tentang Gratifikasi di Lingkungan Polri;

· Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang SOTK Mabes Polri;

· Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Kepolisian Daerah.

· Perkap Nomor 2 tahun 2-016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.
	· Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri);

· Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri);

· Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri (SSDM Polri);

· Perkap tentang penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri);

· Revisi Perkap tentang Kurikulum Pendidikan Pengembangan Polri (Lemdiklat Polri);

· Revisi perkap No 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan Pembentukan Pengembangan di Lingkungan Polri (Lemdiklat Polri);

· Revisi Perkap No 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pndidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri);

· Perkap tentang Penilaian Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri);

· Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri);

· Revisi Perkap No 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian (Lemdiklat Polri);

· Revisi Perkap No 19 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati Polri dan Sespim Polri (Lemdiklat Polri);

· Perkap tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Akreditasi Profesi Polri (Lemdiklat Polri).
	

	Terwujudnya good governance dan penguatan di lingkungan   Polres OKU Selatan
	· Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

· Perkap No 22 dan 23 Tahun 2010 Tentang SOTK Polda dan Polres;
	· Perkap Tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Polri;

· Revisi Perkap No 6 Tahun 2017 tentang SOTK Polri;

· Revisi Perkap No 22 dan 23 Tahun 2010 Tentang SOTK Polda dan Polres (Srena Polri);
	

	Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif di lingkungan   Polres OKU Selatan
	-
	· Surat edaran tentang Gratifikasi di Lingkungan Polri (Itwasum Polri)
	

	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan Polres OKU Selatan
	· Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PML.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
	
	



4.
Kerangka Kelembagaan
	Sasaran strategis
	Kelembagaan terkait yang sudah Ada
	Kebutuhan Kelembagaan
	keterangan

	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres OKU Selatan
	· Sat Binmas
· Sat intelkam
· Polsek Jajaran

	· Penguatan Fungsi Binmas di tingkat Polres;

· Penguatan Command Center di kewilayahan;

· Penguatan fungsi Intelijen Polsek;

· Penguatan koordinasi Intelijen;

· Penguatan unit Binmas Polsek;

· Penguatan fungsi preemtif pada tingkat Polsek dengan penggelaran 1 anggota Bhabinkamtibmas 1 desa/kelurahan
	

	
	· Sat Lantas
· Polsek Jajaran

	· Penguatan fungsi pencegahan dan rekayasa lalu lintas sampai dengan tingkat Polsek;

· Penguatan fungsi penegakan hukum di bidang lalu lintas sampai dengan tingkat Polsek.
	

	Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU Selatan
	· Sat Reskrim
· Sat Narkoba
· Polsek Jajaran

	· Penguatan fungsi penyidikan sampai dengan tngkat Polsek;

· Penguatan fungsi pengawasan penyidikan pada tingkat Polres.
	

	Terselenggaranya pelayanan publik Polri yang prima di lingkungan Polres OKU Selatan
	· Sat Lantas
· Sat Intelkam
· Sat Reskrim
· Sat Narkoba
· Sipropam
· Bag Sumda
· Sitipol
· Polsek Jajaran
	· Penguatan Sumber Daya Polri pada tingkat polres dan Polsek;

· Penguatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik;

· Terbangunnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi
	Menjangkau seluruh Polres

	Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini di lingkungan Polres OKU Selatan
	· Subbag Log
· Sitipol
· Subbag Humas
	· Penguatan HTCK terhadap fungsi dan instansi terkait;

· Penguatan fungsi humas pda tingkat Polres.
	41 Satker  

	Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal di lingkungan Polres OKU Selatan
	· Subbag Humas
	· Penguatan fungsi kemitraan dengan media cetak, media elektronik dan media massa.

· Opini posisif pemberitaan Polres OKU Selatan.
	

	Terwujudnya SDM Polres OKU Selatan yang profesional 
	· Bag Sumda
· Polsek Jajaran
	· Peningkatan kemampuan personel Polres OKU Selatan
	

	Terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan di lingkungan Polres OKU Selatan
	· Bag Ren
	· Revisi SOTK tingkat Satwil Polsek :

a. Penataan DSP Satwil disesuaikan dengan ABK;

b. Perubahan nomenklatur dan titelatur Satwil disesuaikan dengan struktur dan ketentuan yang berlaku;

c. Penataan struktur jabatan.

· Penataan daerah hukum Satwil (Polres dan Polsek);

· Pemuktahiran data Satwil;

· Pembentukan Polsubsektor;
	

	Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif
	· Siwas
· Sipropam
· Subbag Hukum
	· Penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat.
· Penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres OKU Selatan.
	

	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan Polres OKU Selatan
	· Bag Ren
· Seluruh Satker 
	· Penyusunan program anggaran dan rencana kerja.

· Laporan realisasi anggaran Polres OKU Selatan 
	


BAB IV .....
BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Tugas pokok Polri sebagai penegak hukum, menjaga keamanan dan ketertiban serta pelayan dan pengayom masyarakat merupakan profesi mulia, yang aplikasinya berakibat kepada asas legalitas, undang-undang dan hak asasi manusia. Dengan kata lain Polres OKU Selatan harus bertindak profesional, untuk mewujudkan jati diri dan profesionalisme Polri dalam hal perspektif  reformasi melalui penyesuaian dan perubahan aspek struktural, aspek kultural dan aspek instrumental.

Memahami perubahan Polri yang profesional dilihat dari tiga aspek, yakni aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Aspek struktural mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Aspek instrumental mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. Aspek kultural merupakan muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua perubahan nantinya diharapkan terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional.

Untuk mewujudkn visi dan misi Polres OKU Selatan, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level daerah, Polres OKU Selatan menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupaka kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Polres OKU Selatan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) darisatu atau beberapa program. 
Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri, maka disusun target kinerja Polres OKU Selatan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai berikut:   

	Sasaran strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Baseline
	Target

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	IK Utama

	Stakeholder

	SI
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kabupaten OKU Selatan
	IKU1
	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten OKU Selatan
	
	
	
	
	
	

	IK PENUNJANG

	Internal process

	SS 1
	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres OKU Selatan
	IKP1
	% Informasi Intelijen yang didistribusikan
	30
	25
	27
	29
	31
	33

	
	
	IKP2
	% unjuk rasa tidak anarkhis
	81
	81
	83
	85
	87
	89

	
	
	IKP3
	% penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan secara bertahap
	43
	20
	22
	24
	26
	28

	
	
	IKP4
	% penyelesaian permasalahan sosial/problem solving yang dilakukan Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas
	55
	55
	60
	65
	70
	75

	
	
	IKP5
	% peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	
	IKP 6
	% penurunan angka korban laka lantas (MD)
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	IKP 7
	% penurunan kecelakaan lalu lintas
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	SS2
	Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU Selatan
	IKP8
	% penyelesaian tindak pidana yang ditanggani sesuai SOP (ketentuan yang berlaku)
	60
	60
	65
	67
	69
	70

	
	
	IKP9
	% penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan/Arbitrase/restorative Justice (SP3)
	3
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	IKP10
	% Persentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)
	58
	60
	62
	64
	66
	68

	SS3
	Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima di lingkungan Polres OKU Selatan
	IKP11
	Indeks kepuasan layanan kepolisian
	78
	78
	80
	82
	84
	86

	Innovation

	SS4
	Modernisasi sarana dan prasarana terknologi terkini di lingkungan Polres OKU Selatan
	IKP12
	% Pendistribusian alat komunikasi Radio Polres dan jajaran
	92
	92
	93
	94
	95
	96

	SS5
	Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal
	IKP13
	% jumlah opini positif pemberitaan Polres OKU Selatan
	82
	82
	83
	84
	85
	86

	SS6
	Terwujudnya SDM Polres OKU Selatan yang profesional8 .
	IKP14
	% peningkatan kemampuan personel Polres OKU Selatan yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan
	5
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	IKP15
	% penyelesaian perkara pelanggaran disiplin
	42
	42
	43
	44
	45
	46

	
	
	IKP16
	% penyelesaian pelanggan Etika dan Profesi Polri
	46
	46
	48
	50
	52
	54

	SS7
	Terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan di lingkungan Polres OKU Selatan
	IKP17
	Nilai AKIP Polres OKU Selatan
	65
	
	
	
	
	

	
	
	IKP18
	Opini BPK atas LK Polres OKU Selatan
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP

	SS8
	Terwujudnya  regulasi dan sistem pengawasan yang efekktif di lingkungan Polres OKU Selatan
	IKP19
	% penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polres OKU Selatan
	20
	20
	21
	23
	24
	25

	SS9
	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel
	IKP21
	% Penyerapan anggaran Polres OKU Selatan
	95
	95
	96
	97
	98
	99



Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa program di lingkungan Polres OKU Selatan yaitu sebagai berikut :
a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri;

c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri;

d. Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban;

e. Program pemberdayaan potensi keamanan;

f. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

g. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

h. Program pengembangan hukum Kepolisian.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres OKU Selatan khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Alpalkam/AlmatsusPolri dan peningkatan Profesionalisme Polri. Sumber pendanaan tersebut selain berasal dari Rupiah Murni, PNBP dan BLU.
KERANGKA PENDANAAN
	Sasaran strategis
	Keluaran
	Sumber pendanaan
	Ket

	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah Hukum Polres OKU Selatan
	· Melakukan pembangunan Polsek dan/atau Polsubsektor secara bertahap;

· Meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah perairan; 

· Meningkatkan peran fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat;

· Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;

· Menggalang daya cegah dn daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan kamtibmas;

· Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;

· Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;

· Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif;

· Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;

· Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas di daerah-daerah;

· Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungi Binmas dan fungsi Sabhara;

· Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat;

· Memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;

· Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian trouble spot dan black spot  dalam mengurang titik-titik lokasi rawan dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

· Mengembangkan program road safety/safety ridding;
· Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;

· Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas  secara tematis;

· Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas.
	RM

PNBP
	

	Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU Selatan
	· Peningkatan kemampuan penyidik melaui pendidikan latihan dan sertifikasi;

· Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakanmya penyidian secara ilmiah;

· Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik;

· Meningkatakan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNP dan BNK dalam hal pencegahan penyalagunaan Narkoba;

· Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi;

· Meningkatkan kapabilitas Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya;

· Mengamankan program Prioritas Nasional dan paket kebijaksanaan ekonomi pemerintah;

· Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah;

· Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.
	RM

PNBP
	

	Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima di lingkungan Polres OKU Selatan
	· Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quick wins;

· Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik;

· Membangun budaya pelayanan dan membuka tuang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologgi informasi dan komunikasi;

· Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regindent pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara :

a. Penggelaran Satpas online;

b. Penggelaran sistem STNK online;

c. Penggelaran sistem BPKB online.

· Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan / pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;

· Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa;

· Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana;
	RM

PNBP
	

	Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini
	· Memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polres OKU Selatan yang modern;

· Menetapkan standardisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;

· Menyusun standar minimal Almatsus Polres OKU Selatan dalam rangka Pelayanan Publik sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan dibidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri;

· Optimaliasi pengelolaan aset Polri melalui Sitem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum yang;

· Melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polres, Polsek dan Polsubsektor) dan fasilitas pendidikan;

· pengadaan peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap;

· Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Instansi/Lembaga pemanfaatan database kependudukan dan database informasi kriminal;

· Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;

· Menggelar jaringan back-up untuk jaringan backbone Polri sebagai penunjang sistem kepolisian
	RM

PNBP
	

	Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal
	· Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;

· Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres OKU Selatan dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;

· Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholders dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media online dan media sosial;

· Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;

· Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;

· Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;

· Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter pengguna di setiap fungsi dan wilayah.
	RM

PNBP
	

	Terwujudnya SDM Polres OKU Selatan yang profesional
	· Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;

· Mempedomani kebijakan minimal zero growth dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender;

· Menyusun database postur Polres OKU Selatan sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau ladasan kebijakan minimal zero growth Polres OKU Selatan;

· Pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode;

· Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polres OKU Selatan melalui teknologi informasi berdasarkan merit syistem dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;

· Menyelenggarakan uji kompetendi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem computer assited tes;

· Melaksanakan kegiatan assessment center dalam rangka pembinaan karier;

· Mengikutsertakan personel Polres OKU Selatan pada pendidikan, pelatihan kursus-kursus di dalam dan luar negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polri;

· Mengikuti  e-learning dan program Pendidikan Jarak Jauh;

· Membangun fasilitas pendidikan yang berbasis teknologi informasi;

· Mengirimkan personel Polres OKU Selatan untuk mengikuti sertifikasi yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural;

· Menyeleksi dan menunjuk assessor pada setiap fungsi teknis kepolisian;

· Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;

· Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan reward and punisment;

· Melakukan penguatan kelembagaan melaui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (right size) dan tepat masa berlakunya (right period); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tangtangan tugas;

· Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengakapannya;

· Menyusun standarisasi Daftar Susuna Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja;

· harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;

· Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polres OKU Selatan;

· Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polres OKU Selatan;

· Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait;

· mengajukan tunjangan kinerja bagi anggota;

· Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan;

· Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri;

· Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap;

· Memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polres OKU Selatan yang akan memasuki masa pensiun.
	RM
PNBP
	

	Terwujudnya good governance dan penguatan kelembagaan 
	· Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, melalui penunjukan role model, memasukkan kurikulum anti korupsi di SPN
	RM

PNBP
	

	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel
	· Menyusun rencana kebutuhan dana lokasi anggaran;
· Melaksanakan monev realisasi anggaran perbulan, triwulan, semester dan tahunan.
	RM

PNBP


	

	Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif
	· Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri;

· Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;

· Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;

· Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;
· Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polres OKU Selatan melalui penegakan disiplun dan kode etik profesi Polri;

· Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara online.
	RM

PNBP


	


BAB V .....

BAB V

PENUTUP

Renstra Polres OKU Selatan Tahun 2020 – 2024 merupakan perencanaan jangka menegah Polres, yang disusun dengan menjabarkan Visi, Misi, tujuan, dan Sasaran Strategis Polres dalam mendukung agenda Pembangunan Kabupaten OKU Selatan.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu di reviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polres.

Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan Satwil sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres OKU Selatan Tahun 2020 – 2024 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara.

1. Kaedah Pelaksana

a. mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan Negara (Polisi) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskrimininasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;

b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai Civilian Police menuju Democratic Policing;

c. mengedepankan strategi Community Policing. Perkembangan ke depan perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisisensi anggaran;

d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentifikasi dan distribusi

a. Autentifikasi Renstra Polres OKU Selatan merupakan jabaran dari Renstra Polri dan disahkan oleh Kapolres OKU Selatan  sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

b. Distribusi selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Satker di jajaran Polres OKU Selatan untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian outcome.
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